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Evaluasi Atas Pengelolaan Keuangann Daerah Berdasarkan Pennendagri Nomor 

13 Tahun 2006 Pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan 

Pemakaman Kota Palembang 

ABSTRAK 

Pembaruan tentang pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri 
No.13/2006 menuntut peranan yang lebih besar dari unsur keuangan di masing­
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pelaporan keuangan yang 
dihasilkan di masing-masing SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 
Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang ada di SKPD mengurusi semua proses 
pertanggungjawaban keuangan unit kerja, dan masing-masing kepala SKPD 
bertanggungjawab atas laporan keuangan SKPD terkait. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi atas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas 
Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman (PJPP) Kota Palembang. 

Hasil penelitian menunjukkan babwa SKPD Dinas PJPP telah 
melakukan pemisahan fungsi yang benar sesuai dengan Pasal 5 terlihat dari 
adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi perbendaharaan, penatausabaan 
kcuangan, fungsi akuntansi dan pelaksana teknis kegiatan. Evaluasi terhadap 
fungsi pencatatan akuntansi terlihat dari penatausahaan akuntansi pendapatan dan 
belanja dimana prosedur dan pencatatan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 
paragraf 22 dan paragraph 32. Sedangkan pembuatan laporan keuangan dilakukan 
dua kali dalam satu tahun pada periode semester (Januari-Jun.i) dan periode 
tahunan (Januari-Desember) dimana telah dilakukan konversi laporan keuangan 
dari PP No.24 Tahun 2005 ke Permcndagri No.13 Tahun 2006 . 

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerab, Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
Penatausahaan Akuntansi, Permendagri No.13/2006, PP No.24 Tahun 20 
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Evaluation Based on Local Keuangann Management Permendagri Number 13 

Year 2006 On SK.PD Street Lighting Service, Gardening, dan Funeral 

Palembang City 

ABSTRACT 

Update on financial management is characterized by the issuance of 

Government Regulation No. 58 of 2005 with the adoption of the Minister of Home 

Affairs Regulation No. 13 of 2006. No. 13/2006 Permendagri demanding a greater 

role than financial element in each of the regional work units (SKPD) such as 

financial reporting resulting in each SKP D, Finance Administration Officer 

(PPK) and the Technical Executive Officer (PPTK) which SKPD care of all there 

is in the process of financial accountability unit, and each head SKPD responsible 

for financial statements related SKPD. This study aims to evaluate the 

management of local finance in the Office of Information SKP D Road, Gardening, 

and a Funeral (PJPP) Palembang. 

The results showed that SKPD PJPP Department has conducted a true 

separation of functions in accordance with Article 5 seen from the existence of a 

clear separation of functions between treasury functions, financial administration, 

accounting and technical implementation activities. The evaluation of the 

accounting function visible from the administration of accounting whereby 

revenues and expenditures and recording procedures are in accordance with the 

PSAP No. 02 paragraph 22 and paragraph 32. While making financial reports 

are made twice in one year in the period of the semester (January-June) and 

annual period (January-December) which has done the conversion of financial 

statements of the PP No.24 of 2005 to Permendagri No. 13 of 2006. 

Keywords: Fiscal Management, regional work units, Administration, Accounting, 

Permendagri No.13/2006, PP No. 24 of 2005. 
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1.1 Latar belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Reformasi desentralisasi di Indonesia yang dimulai tahun 2000 

merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan 

daerah yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menjadi 

penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan 

bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal 

penerapan kebijakan tersebut masyarakat dan pemerintahan daerah telah 

m<."'njawab kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar 

biasa hingga menghasilkan capaian inovasi yang luar biasa pula. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa reformasi akuntansi di 

pemerintahan dimulai dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, rlan 

Pengaw-aSall Keuangan Daerah. Sejak munculnya Kepmendagri 29 Tahun 

2002 tersebut, pemerintah daerah mulai disibukkan dengan upaya untuk 

menerapkan akuntansi sebagaimana yang diarahkan dalam Kepmendagri 

tersebut. Pada waktu itu Indonesia belum memiliki standar akuntansi 

pemerintahan yang bisa digu.nak:an sebagai acuan daldm melaksanakan 

sistem akuntansi. Sehingga pemerintah daerah mengalami stagnasi dalam 

mengirnplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah. Kondisi ini 

1 



2 

dipersulit dengan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

pemeritah daerah. Sangat sedikit sekaJi pemerintah daerah yang memiliki 

tenaga dengan latar belakang pendidikan akuntansi. 

Kedua hal tersebut menyebabkan proses pelaksanaan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat. Perubahan mulai terjadi 

lagi sejak diterbitkannya PP 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sampai saat ini kita masih mengacu pada 

peraturan-peraturan tersebut dalam mengimplementasikan sistern 

akuntansi di pemerintahan daerah. 

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan dan pengambilan 

keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas,dan potensi daerah tersebut. 

Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan 

keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena 

itu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk 

mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, 

efektif, qan akuntabel. Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan 

keuangan daerah penting dilakukan,terutama dalarn aspek 

anggaran,akuntansi dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, sistern pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk . ~ {)~;:. 
mengelola sistern dana desentralisasi dengan trasparan, efisie , ··.·.w '° · · 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Tuj · :: ')' 
;,:r 
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daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

memajukan perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi 

daerah maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang telah dibuat 

agar tercipta pemerintahan yang transparan dan mandiri. Salah satu 

perubahan mendasar dalam manajernen keuangan daerah pasca reformasi 

keuangan daerah adalah perubahan sistem ak:untansi pemerintah pusat dan 

daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan 

dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh 

pernerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan 

kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 

2002: 5). 

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh sistem 

pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Pembarauan tentang 

pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Mentri 

Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006~ Jmplementasi Permendagri Nomor 

13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus diiringi 

dengan penataan kelembagaan unit kerja dan peningkatan kualitas surnber 

daya manusia keuangan. Hal ini rnengingat bahwa pengelolaan keuangan 

selama ini hanya dilakukan di biro/bagian keuangan pemda, sementara 

Permendagri No.13/2006 menwitut ;peranan yang lebih besar dari unsur 

keuangan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

seperti (I) pelaporan keuangan dihasilkan di masing-masing satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD), (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 
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Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) yang ada di SK.PD mengurusi semua 

proses pertanggungjawaban keuangan unit kerja, dan (3) masing-masing 

Kepala SKPD bertanggung jawab atas Laporan Keuangan SKPD terkait. 

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem 

akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah 

diterapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan 

daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem 

akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur yang 

dimulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan keuangan dalarn rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi 

komputer. Proses tersebut diimplementasi.kan dalam bentuk jurnal dan 

buku besar, bila perlu ditambah dengan l,uku besar pembantu.Terkait hal 

tersebut setiap SKPD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi 

pemerintahan daerah, tak terkecuali Dinas Penerangan Jalan, Pemakaman 

dan Pertamanan Kota Palembang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengambi judul Evaluasi alas Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penerangan Ja/an, Pemakaman 

da11 Pertamanall ~ota Palembang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian m1, rumusan masalah yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut : 
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a. Bagaimana pembagian fungsi terkait dengan pengelolaan keuangan 

daerah pada SKPD Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan 

Pemakaman (P JPP)? 

b. Apakah fungsi pencatatan akuntansi yang telah dilaksanakan 

selama ini telah sesuai dengan peraturan terkait? 

c. Apakah laporan keuangan yang telah dibuat telah sesuai/relevan 

dengan peraturan terkait? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi atas 

pengelolaan keuangan daerah pada SK.PD Dinas Penerangan Jalan, 

Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

I'engan adanya penelitian ini diharapkan bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, khususnya di lingkw1gan Pemerintah Kota Palembang dapat 

dijadikan sebagai acuan implementasi pemahaman Akuntansi Keuangan 

Daerah. Sedangk.an bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu 

menjawab rasa keingintahuan terhadap persoalan yang terjadi terhadap 

dinas terkait. Dan terakhir bagi akademisi, semoga penelitian ini dapat 

memperkaya kepustakaan terutarna dibidang Akuntansi Sektor Publik. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Rancangan penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan evaluasi atas 

pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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1.5.2 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa 

bukti,catatan, laporan historis yang telah disusun dalam arsip 

dipublikasikan ataupun tidak (Indriantoro dan Supomo,2002 : 14 7). 

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah : 

• Sejarah singkat SKPD Dinas P JPP 

• Gambaran Umum Dinas PJPP 

• Struktur organisasi Dinas P JPP 

• Laporan Keuangan Dinas PJPP Tahun Anggaran 2009 

.. 
Data yang digunakan diperoleh dari bagian keuangan dinas PJPP 

dan situs Dinas P JPP. 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

• Metode wawancara, dengan metode ini penulis dapat 

menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang 

diajulcan. 

• Metode angket terbulca., pengumpulan data dilakukan 

dengan membuat beberapa daftar pertanyaa'l yang diisi oleh 

pihak terkait dalam hal ini adalah staf akuntansi Dinas PJPP 
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1.5.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu mahasiswa 

menggunakan suatu metode pengwnpulan data (Arikunto,1991). Pada 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berisi 

butir-butir pertanyaan untuk diberikan tanggapan oleh para responden. 

1.5.5 Metode Analisis Data 

Dalam metode analisa data pada penelitian 1ru penulis akan 

menguraikan : 

a. Pembagian fungsi terkait pengelolaan keuangan daerah pada 

Dinas PJPP. 

b. Pencatatan akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Dinas PJPP 

selama ini khususnya pada Tahun Anggaran 2009. 

c. Pelaporan dan pengungkapan transaksi keuangan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BABI PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 11 LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang akan dipergunakan sebagai dasar untu.k 

membahas permasalahan, berisikan pengertian dan konsep tentang 

Akuntansi Keuangan Daerah untuk SK.PD serta Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 
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BAB ID DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Berisi gambaran umum objek yang diteliti dalam hal ini adalah SKPD 

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan clan Pemak.aman (PJPP) Kota 

Palembang serta beberapa hasil penelitian terhadap objek tersebut. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan uraian tentang analisis data yang digunakan dalam penelitian 

1ru. 

BAB V PENUTUP 

Bagian penutup berupa kesimpulan atas hasil analisis serta saran bagi 

objek yang diteliti. 
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